MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI ELEKTRONIK
Nomor 10-35/ARPK-DPD/Pan.MK/04/2024

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh
empat pukul 14:00 WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi secara
elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Tahun 2024, Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-
AP3) Nomor 06-35/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024;

Dengan Registrasi Perkara:

NOMOR 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024

diajukan oleh:

SIMON PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par.,(Calon Anggota DPD) Provinsi Papua Selatan
Tahun 2024, Nomor Urut 14 , Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal
22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Petrus Selestinus, S.H, dkk

Selanjutnya disebut sebagai -----============= = e Pemohon;

Komisi Pemilihan Umum
Selanjutnya disebut sebagai -------=-========m=mmmmm e Termohon;

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi melaksanakan sidang pertama
Pemeriksaan Pendahuluan dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) hari kerja sejak
permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Plt. Panitera,
Muhidin

Panitera Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Muhidin - NIP. 19610818 198302 1 001 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Digital Signature Email: office@mkri.id

Keterangan:
Surai/do%(umen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik gd«gltal signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( https:/www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=18kat=1&menu=16 ).
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